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PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

NOMOR 21 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENERAPAN SISTEM JAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN OLAHAN  

DI SARANA PEREDARAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan 

Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 

tentang Keamanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penerapan 

Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di 

Sarana Peredaran; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang 

Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6442); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 
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3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor    

21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);  

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor    

22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1003); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

TENTANG PENERAPAN SISTEM JAMINAN KEAMANAN DAN 

MUTU PANGAN OLAHAN DI SARANA PEREDARAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber 

hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, 

perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang 

diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, 

termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, 

dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses 

penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan 

atau minuman. 

2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil 

proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau 

tanpa bahan tambahan. 

3. Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di 

Sarana Peredaran yang selanjutnya disebut Sistem 
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Manajemen Keamanan Pangan Olahan atau disingkat 

SMKPO adalah sistem yang disusun dan dikembangkan 

untuk menjamin keamanan dan mutu Pangan Olahan 

melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di 

sepanjang rantai peredaran Pangan Olahan. 

4. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang 

diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan 

cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat 

mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan 

manusia serta tidak bertentangan dengan agama, 

keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman 

untuk dikonsumsi. 

5. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar 

kriteria keamanan dan kandungan gizi Pangan. 

6. Peredaran Pangan Olahan adalah setiap kegiatan atau 

serangkaian kegiatan berupa penerimaan, penyimpanan, 

pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau 

penyaluran Pangan Olahan. 

7. Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik yang 

selanjutnya disingkat CPerPOB adalah acuan yang 

digunakan dalam melakukan Peredaran Pangan Olahan. 

8. Registrasi Baru Pangan Olahan adalah registrasi Pangan 

Olahan yang belum mendapatkan sertifikat pemenuhan 

komitmen, sertifikat persetujuan, atau izin edar. 

9. Audit Internal adalah proses sistematis, mandiri, dan 

terdokumentasi untuk memperoleh bukti obyektif dalam 

rangka penilaian terhadap pemenuhan kriteria 

penerapan SMKPO yang dilaksanakan sendiri oleh Pelaku 

Usaha. 

10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh 

lembaga Online Single Submission setelah pelaku usaha 

melakukan pendaftaran. 

11. Sertifikat SMKPO adalah dokumen sah yang merupakan 

bukti bahwa sarana peredaran Pangan Olahan telah 

memenuhi komitmen atau standar penerapan SMKPO 

dalam kegiatan Peredaran Pangan Olahan. 
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12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan 

usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 

Peredaran Pangan Olahan, termasuk Pengelola Pasar.  

13. Sarana Peredaran adalah tempat melakukan kegiatan 

penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, 

pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. 

14. Sarana Ritel Pangan Modern adalah tempat penjualan 

pangan langsung kepada konsumen dengan secara 

eceran dengan sistem pelayanan mandiri dan label harga 

yang sudah ditetapkan antara lain minimarket, 

supermarket, department store, hypermarket ataupun 

grosir yang berbentuk perkulakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

15. Sarana Ritel Pangan Tradisional adalah tempat penjualan 

pangan langsung kepada konsumen secara eceran 

melalui tawar menawar, dengan skala kecil dan modal 

kecil antara lain toko, kios, los, dan tenda sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

16. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor. 

17. Distributor adalah perorangan dan/atau badan usaha 

yang mengedarkan Pangan Olahan di wilayah Indonesia. 

18. Pengelola Pasar adalah organisasi atau pihak pengelola 

pasar yang bertanggung jawab terhadap operasional 

harian pasar, keamanan, kebersihan pasar, dan aspek 

lainnya. 

19. Verifikasi adalah aplikasi dari metode, prosedur, 

pengujian, dan evaluasi lainnya yang diperlukan untuk 

memantau dan menentukan pemenuhan dari suatu 

rencana pengendalian. 

20. Audit adalah proses sistematis, mandiri, dan 

terdokumentasi untuk memperoleh bukti obyektif dalam 

rangka penerapan SMKPO oleh Inspektur SMKPO. 

21. Inspektur SMKPO adalah orang atau tim yang 

mempunyai kompetensi memadai untuk melakukan 

Verifikasi dan Audit terhadap penerapan SMKPO. 
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22. Insiden Pangan adalah situasi pada rantai pangan 

dimana terdapat risiko keamanan dan mutu pangan yang 

berkaitan dengan kesehatan konsumen. 

23. Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan yang selanjutnya 

disebut KLB Keracunan Pangan adalah suatu kejadian 

dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita 

sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah 

mengonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis 

epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai sumber 

keracunan. 

24. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun 

tidak. 

25. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya 

disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah 

nonkementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.  

26. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

27. Hari adalah hari kerja.  

 

Pasal 2 

(1) Pelaku Usaha wajib menerapkan SMKPO dalam 

melaksanakan kegiatan Peredaran Pangan Olahan. 

(2) Penerapan SMKPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan menerapkan pedoman CPerPOB.  

(3) Pedoman CPerPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 
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